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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Statuta Institut Teknologi Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA INSTITUT
TEKNOLOGI BANDUNG.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah
perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan
sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
ITB.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ
ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.

4. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan ITB.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang
menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan,
memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang
akademik

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA
yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit
internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB untuk dan atas nama
MWA.

7. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung
yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi,
atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni.

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.

9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di
ITB.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2013, No.1633

12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas
dosen dan mahasiswa ITB.

13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi di ITB.

14. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1) ITB memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan
pengembangan ITB.

(2) Visi ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri,
dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu
meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

(3) Misi ITB menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan
sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan
dunia lebih baik.

Pasal 3

(1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB
mencakup:

a. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk
perkembangan budaya dan peradaban;

b. kepeloporan, kejuangan, dan ketulusan pada pencerdasan dan
pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;

c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi
manusia;

d. pengembangan yang berkelanjutan;

e. kemitraan dan kesederajatan; dan

f. manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

(2) Prinsip ITB terdiri atas:

a. akuntabilitas;

b. transparansi;

c. nirlaba;
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d. penjaminan mutu;

e. efektivitas; dan

f. efisiensi.

(3) Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan
ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan
dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia,
dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan
lingkungan melalui kegiatan Tridharma.

Pasal 4

(1) ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma dan kegiatan lainnya
secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam
maupun di luar domisili ITB.

(2) ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu
humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang
kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak
mulia.

(3) ITB menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan
menjunjung tinggi moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan
intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora,
membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan
nasional dan masyarakat luas.

(4) ITB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
bermutu dan bermakna guna menggali dan membangun nilai serta
potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek
kehidupan.

(5) ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri
dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta
kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tridharma dan
otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 5

(1) ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan
yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang
kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.
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(2) ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan
moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu
memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia.

(3) ITB memberi kesempatan seluas-luasnya secara seimbang kepada
calon mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi dari
semua daerah di Indonesia.

(4) ITB berperan memandu perkembangan dan perubahan untuk
meningkatkan kesejahteraan bangsa dan dunia serta tanggap
terhadap dinamika dan tantangan zaman melalui kegiatan Tridharma
yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 6

ITB merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola
bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 7

ITB berkedudukan di Bandung.

Pasal 8

Tanggal 2 (dua) Maret merupakan hari jadi (dies natalis) ITB.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Mars, dan Himne

Pasal 9

(1) ITB memiliki lambang, bendera, mars, dan himne.

(2) Lambang, mars, dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, mars, dan himne
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA.
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